
BUPATI TORA.'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SEL/ITAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

REKENING TABUNGAN DEPOSITO DAN
REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA

BANK MANDIRI CABANG TORAJA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa untuk peningkatan kemitraan dan pembinaan
Lembaga Keuangan/Bank yang ada di Kabupaten Toraja
Utara khususnya melalui Tabungan Deposito Kabupaten
Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rekening Tabungan Deposito dan Rekening Giro
Pemerintah Kabupaten Tora.ia Utara Pada Bank Mandiri
Cabang Toraja.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 20O2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemerikeaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuanganan atara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6
Nomor 25, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 49, Tambahar
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O3);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5271);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20l l Nomor 31O);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 8
Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
(kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara
Tahun 2010 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll
Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

22. Peraitran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2
Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OLl Nomor 2,
Tambalan Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menetapkan

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2OL3 Nomor 8, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR
REKENING TABUNGAN DEPOSITO DAN REKENING GIRO
PEMERINTAH KAEIUPATEN TORA"IA UTARA PADA BANK
MANDIRI CABANG TORA"IA.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tora.ia Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat
Sekdakab.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
penrndang-undangan.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.



9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

10. Rekening Tabungan Deposito berjangka adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu menurut perjanjian antara
penyimpan dengan bank.

11. Rekening Giro adalah simpanan yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek
atau surat perintah pembayaran lain atau dengan
pemindahbukuan.

Pasal 2

Rekening Tabungan Deposito dan Rekening Giro
Pemerintah Daerah pada Bank Mandiri Cabang Tana
Toraja ditetapkan sebagai berikut :

a. Rekening Tabungan Deposito dengan Nomor
Rekening 170-02-0003037-1; dan

b. Rekening Giro dengan Nomor Rekening 17O-OO-
0444448-5.

Pasal 3

(l) Rekening Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak terikat jangka waktu penyimpanan
dalam I (satu) tahun berkenaan.

(2) Dana Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan.

(3) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor
ke Kas Daerah pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao.

(4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan dalam rangka kelancaran pembayaran
tagrhan dari Pihak Ketiga atau Bendahara Pengeluaran
setiap Satuan Kefa Perangkat Daerah.

Pasal 4

(l) Pemberian Bunga atas Rekening Tabungan Deposito,
disesuaikan dengan ketentuan Bunga Deposito yang
berlaku.

(2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung dipindahbukukan setiap bulannya ke
Rekening Giro.

(3) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan keuntungan Pemerintah Daerah.



Pasal 5

Dana pada Rekening dipindahkan oleh Bank Mandiri
Cabang Tana Toraja ke Kas Daerah pada Bank Sulselbar
Cabang Rantepao.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 6

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tora-ja Utara.

pada 13 Juli 2O15

BUPA RAJA

FREDE K RRING

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 13 Juli 2015

S DAERAH
KABU N TORAJA UTARA,

LEWARAN LAtsI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 22

Ditetapkan di Rantepao

NTE


